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Abstrak
 

Ketentuan undang-undang mensyaratkan perlu adanya ijin dari pejabat yang berwenang sebelum melakukan

pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat negara tertentu. Latar belakang dan pertimbangan ketentuan undang-

undang yang mengatur tentang ijin pemeriksaan diantaranya adalah untuk menjaga kewibawaan, martabat

dan kedudukan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan ini memberikan perlakuan yang

berbeda (diskriminasi) antara pejabat negara tertentu dan warga negara biasa, sehingga tidak sesuai dengan

prinsip persamaan kedudukan didepan hukum (equality before the law) dan bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945 serta ketentuan perundang-undangan lain. Prinsip ini mengharuskan negara tidak

melakukan diskriminasi terhadap warga negaranya, baik dalam proses peradilan maupun pemerintahan.

Ketika pejabat negara harus berhadapan dengan proses hukum, baik sebagai saksi ataupun sebagai

tersangka, dia wajib diperlakukan sama, tanpa melihat status ekonomi, kedudukan maupun jabatannya.

Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat dan sederhana. Seseorang yang diduga

terlibat tindak pidana harus segera mendapat pemeriksaan guna memberikan kepastian hukum terhadap yang

bersangkutan, dan penyidikan terhadap kasus tersebut berjalan dengan lancar. Sampai scat ini belum ada

penolakan secara formal dari pejabat yang berwenang terhadap ijin yang diajukan oleh penyidik. Bentuk

penolakan pemberian ijin dilakukan dengan tidak mengeluarkan ijin pemeriksaan dalam jangka waktu yang

cukup lama tanpa alasan yang jelas. Lamanya tenggang waktu keluarnya ijin tanpa limitasi waktu yang pasti

dan panjangnya alur birokrasi pengajuan ijin pemeriksaan berpengaruh terhadap jalannya penyidikan tindak

pidana korupsi. Tertundanya pemberian ijin dari pejabat yang berwenang mengakibatkan tertundanya juga

pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, sehingga pada akhirnya penyelesaian terhadap kasus dugaan

korupsi yang melibatkan pejabat tersebut juga tertunda atau bahkan "mandek". Namun khusus pemeriksaan

terhadap kepala daerah, dapat dilakukan tanpa menunggu ijin dari Presiden, karena menurut pasal 36 ayat

(2) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, proses penyelidikan dan penyidikan terhadap

kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tetap dapat dilakukan, apabila ijin pemeriksaan tersebut tidak

diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya

permohonan.

<hr>

The regulation set out the requirements of permit from authorized governmental officer prior to inspect any

certain state officer. Consideration background of rules regulating regarding inspection permit, among other

thing to maintain authority, prestige and position of such state officer in running his/her duties. It had

resulted in the discrimination treatment among his/her with other large public citizens, and it had

contradicted with principle of equality before the law and with Constitution 1945 as well as other

legislations. Those principles had not discriminated among any citizen with Others either in judicature or

governmental process.. When any state officer should present before the court either as witness or
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prosecuted then, she/he should be treated equally, without considering his/her economic status, position and

others. Also it had not been suitable with principle of fast and simple judicature. Any person who had

become involved in criminal case presumably, immediately, he/she should be inspected or investigated in

order to give legal certainty with his/her, and such case investigation may be proceed fluently. To date the

formal refusal from authorized governmental officer filed by investigator had never been found. The refusal

of giving permit no conducted by issuing inspection permit for long enough period and without the real

arguments. The length both of period to issue permit by unlimited time and bureaucracy process it had

influenced the process of corruption commitment investigation. The postponement of giving permit from

authorized governmental officer, also it had resulted in the cancellation of such person case, subsequently,

the case of supposed corruption commitment of such person is cancelled or even stagnant. Nevertheless,

specially, for case of Local Governmental Head, it may be conducted without waiting permit from President,

because, according to Article 36 paragraph (2) UU.No.32 year 2004 on Local Government, inspection and

investigation process to Head/Vice of Local Government it may be realized provided that such inspection

permit no given by President at least sixty (60) days calculated since the receipt of application.


